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.a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daecrah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, seluruh rancangan akhir Rencana
Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala
Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba tentang
Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan
Kabupaten Dacrah Tingkat 1I Toba Samosir dan Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3794);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
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b,

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan
Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6474);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Dacrah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daecrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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Menetapkan

Dalam Peraturan Bu

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
lentang Hasil Verifkasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi,
Kodefikasi Dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Ut
lentang Perubahan atas Peratu

Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPUMD) Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019 - 2023 (Berita Daerah Provins; Sumatera Utara
Tahun 2021 Nomor 6);

18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sum
Utara Tahun 2022;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah (RPJPD)
Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009 Serj E Nomor 3);

20. Peraturan Daecrah Kabupaten Toba Samosir S5 Tahun 2016
tentang  Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba
Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016
Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir 5 Tahun 2016
tentang  Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba

Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor
9);

21. Peraturan Daerah Kabup
Rencana Pembangunan
Toba Tahun 2021-2026
Tahun 2021 Nomor 3);

22. Peraturan Bupati Toba Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Tobg Tahun 2022 Nomor 21).

ara Nomor 6 Tahun 2021
ran Daerah Provinsj Sumatera

atera

aten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Jangka Menengah Daerah Kabupaten
(Lembaran Daerah Kabupaten Toba

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPAT] TENTANG PEN

ETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGA

N PEMERINTAH KABUPATEN
TOBA TAHUN 2023.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

pati ini, yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Toba.

1

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerint

3. Bupati adalah Bupati Toba,

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
lembaga perwakilan rakyat
penyelenggara Pemerintahan Daerah,

ah Kabupaten Toba,

yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
daerah yang berkedudukan sebagai unsur
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_10.

11.

12,

(1)

(2)

(1)

(2

Perangkat Daerah yang selanij
Daerah dan DPRD dalam
kewenangan Daerah.

Pemze . : . )

r::;;giitlklj(;pentmﬁan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung
atk: maniaat atay dampak darj i

Pembangunan daerah. perencanaan dan pelaksanaan

Pembe a - )
daya dnag:n ]dn D-?.Lr.dh adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber
rﬁa; qu kg \miliki dacrah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan
" Syarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
uvalitas pelayanan publik

‘meri ) dan daya saing daerah sesuai dengan urusan
bemerintahan yang menjadi kewenangannya.
Perencana

. an pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan, melalu urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsure

Pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang
ada dalam jangka waktu tertentu dj daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daer
Dacrah ad

tahun.

ah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat
alah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu)

Kebijakan adalah arah/tind
mencapai tujuan.

Program adalah penjabaran kebijakan per
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
Musyawarah  perencanaan pembangunan  yang  selanjutnya disingkat

Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah.

akan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk

angkat dacrah dalam berntuk upaya

BAB 11
RUANG LINGKUP RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen peréncanaan yang memuat program
dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk

periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari
2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,

BAB 111
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3
Sistematika Renja Perangkat Daerah adalah:
Babl Pendahuluan;
Bab I Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
Bab III Tujuan dan sasaran perangkat daerah;
Bab IV Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;

Bab V Penutup

Renja Perangkat Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
Lampiran Peraturan Bupati ini.
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BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah untuk melaksanakan
dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada
tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 5
Tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

a. mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan
langsung oleh perangkat daerah; dan

b. program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan
menitikberatkan pada program-program prioritas.

BAB V
TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:

1. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim
penyusun Renja Perangkat Daerah;

2. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan agenda Kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan
SIPD.
b. penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang mencakup:
1. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

2. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

c. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
1. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah,;

2. Verifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah.

d. perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang meliputi penajaman
program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program,
kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang

RKPD.
BAB VI

PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai

berikut:
a. Sekretariat Daerah Kabupaten
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c. Inspektorat Daerah
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d. Dinas-Dinas:

12

<

13,
14,

15.

16.

17
18

- Dinas Pengendalian Penduduk dan

. Dinas Ketahanan Pangan d
. Dinas Sosial;

Keluarga Berencana;
a dan Statistik;
an Perikanan;

Dinas Komunikasi, Informatik

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

. Dinas Lingkungan Hidup;
. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,;

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10.

11.

Dinas Kesehatan;

Dinas Pertanian;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,;

Dinas Perhubungan;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian;

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan
Anak;

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
. Satuan Polisi Pamong Praja.

e. Badan-Badan:

s

IFES

o

Badan
Daerah;
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Badan Pengelolaan Pendapatan Dacrah.

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

f. Kecamatan;

i

VEeENOLLD

Kecamatan Ajibata;
Kecamatan Balige;
Kecamatan Bonatua Lunasi;
Kecamatan Borbor;
Kecamatan Habinsaran;
Kecamatan Laguboti;
Kecamatan Lumban Julu;

Kecamatan Parmaksian;
Kecamatan Porsea,;

. Kecamatan Siantar Narumonda;
. Kecamatan Sigumpar;

. Kecamatan Silaen;

. Kecamatan Tampahan;

. Kecamatan Uluan;

. Kecamatan Nassau;

. Kecamatan Pintu Pohan Meranti.

Dipindai dengan CamScanner



BAB v])
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulaj berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Rabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal i€ JuLl 2022

BUPATI TOBA,

Cap/Dto.

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige
pada tanggal \§ Jul 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA,

Cap/Dto.

AUGUS SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA
TAHUN 2022 NOMOR 4§

ARAGIAN HUKUM
.RG X O

Dipindai dengan CamScanner
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara Sistematis, terarah,
terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perobahan. Selanjutnya Sesuai dengan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata
cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan Rencana —rencana Pembangunan
dalam Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh Unsur
Penyelenggara Negara dan Masyarakat di Tingkat Pusat dan Daerah.

Rancangan Rencana Kerja PD ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah
Dokumen Perencanaan Konfrehensif yang akan digunakan sebagai Acuan dalam
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD)

Adapun yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD ini dimaksudkan untuk
menjamin terciptanya kesinerjian Kebijakan dan Sinkronisasi Program secara Vertikal

antar tingkat Pemerintahan.

Oleh sebab itu bahwa Renja PD ini tidak terlepas dan bahkan merupakan tindak lanjut
pengejawantahan dari Visi-Misi Bupati Terpilih Tahun 2020 yang disampaikan kepada
Masyarakat melalui Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Toba, yang sudah barang tentu
menjadi acuan bagi kami Perangkat daerah di Kecamatan untuk membuat tujuan dan

sasaran perangkat daerah.

Dapat kami tambahkan bahwa Renja PD ini adalah hasil Kesepakatan/Perumusan
dengan berbagai stoke Holder/Pelaku Pembangunan di Kecamatan Borbor dan dari Isu-
isu yang berkembang dengan tetap memperhatikan dan mempedomani kebijakan dan

program Strategis Kabupaten Toba.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA Kecamatan Borbor ini peraturan perundang-undangan

yang digunakan sebagai landasan, antara lain adalah:

RENJA KECAMATAN BORBOR 2023 1



Realisasi Target
Kinerja Hasil

Target dan Realisasi Kinejra Program, Ke giatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

= y y . Program dan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Program (Outcomes ), = ” g
Kode Daerah dan Program /Kegiatan/Su Ke giatan { Output), Sub Ke giatan Satuan Indikator Target Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Keuaran
Kegiatan (Outpust) (Renstra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode Kegiatan, Sub Realisasi Renia P vat D b Tah Realisasi C. ian P s d Tinakat C ian Realisasi
Kegiatan sampai | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 alEasi Renaorandtat bagran:lanun Tingkat Realisasi (%) TW.II alibaslapaamerod am, san Seditan s Nt apanen s
2022 (TW.II) Tahun Berjalan 2022 Target Renstra (%)
dengan Tahun
2021
6 7 3 9= (3/7) 10 = (6+3) 1= (10/5)
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
IL.Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
19. Dinas Pertanian

PROGRAM PENYEDIAAN DAN

3 27 | e PENGEMBANGAN SARANA Produksi Pertanian dan Peternakan ton 263.724,91 93.177.854.099,00 220.306,78 14.813.339.300,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 000 0,00
PERTANIAN

3 7 | 02 | 207 Pengawasan penggunaan sarana Persentase pengawasan dan % 44,30 23.696.122.200,00 1,71 3.285.000.000,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000 0,00 0,00
pertanian penggunaan sarana
Pengefolaan Sumber Daya Genetik

3 7 | 02 | 202 (SDG) Hewan, Tumbuhan dan MIKFO | giynenin pertanan berlabel jenis 5,00 57.974.327.032,00 5,00 9.625.466.800,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 0,00 0,00
Organisme Kewenangan
Kabupaten:Kota
Pengendalian dan Peng. n

3 7 | 02 | 205 Penyediaan dan Peredaran BenihiBibit |0 . rornak jenis 2,00 3.061.467.066,00 2,00 £44.513.000,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 0,00 0,00
Ternak dan Hjauan Pakan Ternak dafam
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Benih:Bibit dan Hijauan o :

3 7 | 02 | 206 Pakan Ternak yang Sumbernya daiam 1 :ggadf:":'g“ ternak bagi masyarakat ekor 12.125,00 £.443.937.801,00 130,00 1.358.410.000,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 0,00 0,00
(satu) Daerah Kkabupaten:Kota Lain upaten. 1068
PROGRAM PENYEDIAAN DAN

3 27 | o PENGEMBANGAN PRASARANA Produksi Pertanian dan Peternakan ton 5372491 50.854.233.471,00 229.306,73 11.626.943.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
PERTANIAN




Realisasi Target

Target dan Realisasi Kinejra Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kinerja Hasil
= - y . Program dan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Program (Outcomes), " o y
Kode Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan ( Ouiput), Sub Kegiatan Satuan Indikator T&?ﬁ;tf:,p:;:gﬁr;:égig;in;i;?;i?m? Ke:stuaan:a:u b
Kegiatan Ouiput x ! . isasi i isasi i i i i isasi
Qi {Output) Kegiatan sampai | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 RealisasiRe m%’;{a&kﬁ Daerah Tahun Tingkat Realisasi (%) TW.I Realisasi Ca.::la:‘an I;‘ogralam g:;zKeglatan sid ngrkat C;':galaﬁReaq:sam
dengan Tahun (TWLII ahun Berjalan arget Renstra (%)
2021
5 6 7 3 9=(3/7) 10 =(6+3) 11 =(10/5)
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
27 23 2,01 P bangan Pr Pertanian Luas Lahan Pertanian ton 60.000,00 6.051.510.000,00 36.011,00 1.400.000.000,00 2,00 2,00 0,00 200 a00 a00 2,00 Q0,00
7 23 2,02 Pembangunan Prasarana Pertanian Frasarana Pertanian dalam kondisi baik % 44,87 44,802.728.471,00 27,40 10.226.943.680,00 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00
ERDGRAN RENGENUARIAN Persentase Penurunan Kejadian dan
27 04 KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN iumiah kasus penyakit heu]fan menular % 499 1.692.227.756,00 2,56 256.400.000,00 4,00 4,00 000 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00
WASYARAKAT VETERINER : el
Pemutupan dan Pembukaan Daeran |EmerkSaan pengobatan dan
27 o4 2,01 Wabah Penyakit Hewan Menufar dalam zzzzﬂzgan penyakit hewan menufar dan kasus 324,00 1.692.227.756,00 381,00 256.400.000,00 0,00 2,00 0,00 200 000 000 2,00 Q0,00
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGENDALIAN DAN Liias aeal ndalian dan
27 05 PENANGGULANGAN BENCANA Ll ha 1.660,00 3.502.520.942,00 760,00 263.740.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
penanggu langan serangan OPT
PERTANIAN
Pengendalian dan Penanggufangan Terkendalinya dan tertangguianginya
7 05 2,01 Bencana Pertanian Kabupaten/Kota bencana pertanian kabupatenkota ha 90,00 3.502.520.942,00 15,00 263.740.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 o7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN |Cakupan hina ke lompok petani % 72,89 6.150.000.000,00 4577 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
yid o7 2,01 Pelaksanaan Penyuiuhan Pertanian rasio penyuiuh terhadap desa orang:desa 1:3 6.150.000.000,00 1:5 1.000.000.000,00 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
27 " PEMERINTAHAN DAERAH Penunjang Kinerja perangkat daerah % 100,00 75.475.095.502,00 100,00 12.499.927.046 00 278 1.033.239.210,00 0403 0,08 278 1.033.239.210,00 003 0,01
KABUPATEN/KOTA
7 | o1 | 200 Perencanaan, Penganggaran dan Persentase capain kineijd porangiat % 100,00 3.32.253.906,00 100,00 427.591.254,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah daerah
7 | o1 | 202 AdminiyrasiKedangan Peranokat Cakupan iayanan sdminizas] % 100,00 53.902.697.338,00 100,00 £.206.543.970,00 25,00 1,033.239.210,00 0,25 013 25,00 1,033.239.210,00 0,25 0,02
Daerah kepegawaian
2t | ot | 202 o Penyediaan Gaiji dan Turjangan ASN #ﬂ%‘ggg‘;rﬁnfsﬁng mensimg Gl dan arang/bulan 342,00 53.867.440.000,00 25,00 2.200.000.000,00 23,00 1.033.239.210,00 1,04 0,43 23,00 1.033.239.210,00 026 0,02




Realisasi Target

Target dan Realisasi Kinejra Program, Ke giatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kinerja Hasil
= y y s g Program dan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Program (Outcomes ), = ” B
Kode Daerah dan Program /Kegiatan/Su Ke giatan { Output), Sub Ke giatan Satuan Indikator T(":gr‘f; tf;”g";gg‘?;'g’:égigp':g‘a“ﬂ;:';‘:gl“ Ke';;"”a‘:a;'u )
Kegiatan Ouiput = 3 1 i i i i i i i i [ i i
2 (wpu] Kegiatansampai | Target Renja Perangkat Dacrah Tahun 2022 | RealisasiRe "132:;; aﬂ"sm Dacrah:Tabun Tingkat Realisasi (%) TW.II Heoksag! Ca?:"]au ':l'g;g;ah":‘ ‘2’322“ giatan sid T'"‘?rk;‘ Cf,‘;:'ﬁ:tge;;‘?as'
dengan Tahun : I o
2021
5 7 3 9= (3/7) 10 = (6+3) 1= (10/5)
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kaardinasi dan Penvusunan Laparan Jumlah Laparan keuangan akhir tahun SKPD
27 | ot | 202 | o5 1 Feny P can laparan hasi koordinasi peryusunan dokumen 12,00 35.257.338,00 1,00 6543.970,00 000 1.158.243.248.450,00 0,00 177.008,27 0,00 1.152.342.348.450,00 0,00 32.853,96
Keuangan Akhir Tahun SKPD X
‘aporan keuangan akhir tahun SKPD
7 | o1 | 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada | Cakupan fayanan administrasi barang % 100,00 110.537.127,00 100,00 16.748.632,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 0,00 0,00
Perangkat Daerah milik daerah
7 | o1 | 204 Administeasi Fendapaian Daeral renaraan adminisiasi pendapadn dokumen 2,00 250.000.000,00 1,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 0,00 0,00
Kewenangan Perangkat Daerah daerah
7 | o1 | 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat | Cakupan fayanan administrasi % 100,00 533.575.500,00 100,00 117.000.000,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 0,00 0,00
Daerah kepegawaian
27 123 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan fayanan administrasi umum % 96,00 4,822.227.999,00 87,00 1.093.348.290,00 2,00 2,00 2,00 0,00 200 2,00 2,00 2,00
7 | o1 | 207 Pengadaan Barang Milk Daerah Cakupan peralatan dan periengkapan % 90,00 7.066.790.964,00 75,00 1.700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 0,00 0,00
: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | pendukung kinesja aparatur ’ fniinilndbintatis 3 S 7 2 % 3 i ? % 2
Penyediaan Jasa P jang Urusan - i £
7 | o1 | 208 s o Jasa Penunjang Kinerja Aparatur % 100,00 3.446.917.126,00 100,00 401.614.900,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 0,00 0,00
7 | o1 | 200 :’:ﬂ')’;ﬁ;ﬁg’::ﬂggfn‘r’::’ ah Barang milik daerah yang terpelinara % 90,00 2.210.095.542,00 60,00 345.060.000,00 0,00 233.007.200,00 0,00 068 000 233.007.200,00 0,00 011
TOTAL 230.851.936.770,00 40.460.400.360,00 1.033.239.210,00 0,00 0,01 1.033.239.210,00 0,00 0,00




